BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Menimbang :

Mengingat

a.

i

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

bahwa hak-hak dasar tenaga kerja/buruh di Kabupaten
Pohuwato harus mendapatkan kesempatan serta perlakuan
lebih dalam dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten
Pohuwato dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
(Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Derah Nomor 3) belum memberikan kesempatan
yang lebih kepada tenaga kerja/buruh di Kabupaten
Pohuwato, sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Keteagakerjaan,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856});

. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2023

Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan
BUPATI KABUPATEN POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3
Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 39, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.

Bupati adalah Bupati Pohuwato.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintahan Daerah
dalam perencanaan, pelayanan, dan pembinaan.

Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
dibidang Ketenagakerjaan.

Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat
tripartit.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

15,

20.

21.

22.

23.

Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik
milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain,;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.
Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan
tenaga kerja antar Daerah/kota dalam provinsi.
Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan
mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenag kerja, baik
dalam dan luar negeri.
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat
LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperolehizin
tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja
dalam negeri.
Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang
selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarkan pelayanan
penempatan tenaga kerja.
Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit
pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan
tinggi, dan lembaga pelatiha kerja yang memberikan fasilitasi
penempatan tenaga kerja kepada alumninya.
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga

Negara Asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah

Indonesia.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima

upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan

mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau

alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana
penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan
kepada pemberi kerja.




24.

25.

26.

27,

28.

29.

30.

31,

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Balai
Latihan Kerja.

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan
atau pekerjaan.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disatu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit
adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang
masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi
pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.
Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah
Lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang
terakreditas sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga
kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian
dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai
akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja,sakit,hamil,bersalin,hari tua, dan meninggal dunia.
Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas)
tahun.

Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan
dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik
didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau
tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam
lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban para pihak.

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis
oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib
perusahaan.

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada Dinas dengan
pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah
pihak.

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.




38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

39. Tenaga kerja lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dan
beralamat di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
dan/atau Kartu Keluarga paling sedikit 2 tahun berada di Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat
(7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat,
minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja.

(2) Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan
tingkat program yang akan diikuti sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) Bagi penyandang disabilitas yang menjadi peserta pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi secara adil dan tanpa
diskriminasi.

(4) Peserta pelatihan kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan
dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan:

a. sertifikat pelatihan; dan
b. sertifikat kompetensi kerja bagi yang lulus uji kompetensi
yang dilaksanakan BNSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi.

(5) Setiap perusahaan yang menanamkan modalnya di Daerah wajib
melatih calon tenaga kerja dan tenaga kerja lokal untuk ditempatkan
dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.

(6) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai oleh
perusahaan.

(7) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5), dan ayat (6),
sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Dalam penanganan pengangguran dan penerimaan tenaga Kkerja,
Perusahaan wajib memberikan kesempatan terhadap Tenaga Kerja
Lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar sesuai dengan
kebutuhan perusahan tanpa mengesampingkan standar kompetensi
tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan dalam penyiapan dan penempatan tenaga kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas
secara terbuka dan transparan.

(3) Dalam hal lowongan pekerjaan dengan keahlian khusus tidak dapat
diisi dengan Tenaga Kerja Lokal dapat diisi oleh tenaga kerja dari luar
Daerah.

(4) Keahlian khusus yang dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan
sertifikat keahlian dan/atau ijazah.




(6)

Tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
70 % (tujuh puluh persen) dari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh
perusahaan.

Penyiapan dan penempatan Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib melampirkan Kartu Pencari Kerja yang diterbitkan oleh
Dinas.

4. Dalam Bab V setelah Bagian Ketiga ditambahkan 1(satu) bagian yakni Bagian
Keempat dan diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 27a, sehingga Bagian Keempat dan Pasal 27a, berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Keempat
Pekerja Migran Indonesia asal Daerah

Pasal 27A
Pekerja Migran Indonesia asal Daerah merupakan warga Kabupaten
Pohuwato yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap
pekerja migran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah dalam menyosialisasikan informasi dan permintaan
Pekerja Migran sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
bekerja sama dengan Pemerintah Desa.

5. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 57
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (2),
Pasal 33, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40
ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45
ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dikenakan sanksi
administratif berupa :
teguran tertulis;
pembatasan kegiatan usaha,;
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
e. pencabutan izin.
Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

poop




Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 7 November 2025
BUPATI POHUWATO,
Diundangkan di Marisa

[PUL A. MBUINGA
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO : (4/26/2025)




Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR

L

I1.

3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

UMUM

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai fungsi
pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan. Ketiga
fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah
kabupaten.

Fungsi DPRD dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan
dengan cara membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau
tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan usul
rancangan Perda serta menyusun program pembentukan Perda bersama
bupati/wali kota. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk
pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD. Sedangkan fungsi pengawasan
diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan Ilain yang terkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, serta pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaan laporan kéuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Bahwa hak-hak dasar tenaga kerja/buruh di Kabupaten Pohuwato harus
mendapatkan kesempatan serta perlakuan lebih dalam dari perusahaan
yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2023
Nomor 3, Tambahan Lembaran Derah Nomor 3} belum memberikan
kesempatan yang lebih kepada tenaga kerja/buruh di Kabupaten
Pohuwato.
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